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RINGKASAN 

Prosedur Pehitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Alvia Savila Cantika, 

190903101009; 2022; 102 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Praktik Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

pada tanggal 7 Maret sampai 20 Mei 2022. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan 

Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. Melalui Praktik Kerja Nyata, penulis dapat mengetahui serta 

mempelajari hal-hal yang terkait dengan Pajak Hiburan Bioskop, salah satunya 

dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah. 

Pajak Hiburan Bioskop salah satu sumber pendapatan yang bisa 

merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Besarnya tarif 

Pajak Hiburan Bioskop sebesar 10%. Besarnya Pajak Terhutang = tarif x omzet per 

bulan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Badan Pedapatan Daerah Kabupaten 

Jember untuk melaporkan Pajak Terhutangnya, Wajib Pajak tinggal mengakses 

website Pajak Daerah dengan alamat https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/ dengan 

memasukkan NPWPD dan password. Wajib Pajak mengisikan omzet per bulannya 

dan pada halaman aplikasi e-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, secara otomatis 

pajak terhutangnya bisa langsung diketahui. Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

setelah Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah 

(SPTPD) Pajak Hiburan Bioskop yang telah tertera kode pembayaran. Dengan 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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menggunakan kode pembayaran tersebut maka wajib pajak dapat membayarkan 

pajak terutangnya di bank persepsi atau mitra kerja Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember melalui teller dan juga bisa transfer melalui ATM ataupun 

internet banking. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara 

otomatis berubah menjadi lunas. 

 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1294/UN.25.1.2/SP/2022, Diploma 

III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 37 provinsi pada 

tahun 2022, yang selanjutnya terbagi atas beberapa kabupaten/kota, disetiap 

kabupaten/kota memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Negara Indonesia memiliki 

pemasukan-pemasukan dari berbagai sektor, seperti Sumber Daya Alam, 

Perpajakan, Ekspor-Impor, dan Devisa Negara. Di Indonesia pajak merupakan 

salah satu pendapatan terbesar. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengluaran umum.  

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah, “Pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara 

yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 

ayat 10, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan sebagai negara kesatuan yang 

berbentuk republik dengan menganut asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa “asas 

desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam hal mengurus dan mengatur sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan dari penyelenggaran 

otonomi daerah adalah untuk mengetahui peningkatakan terhadap kualitas dan 
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kuantitas akan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan fokus utamanya pada 

pembiayaan. Dalam memenuhi pembiayaan oleh suatu daerah, maka pemerintah 

daerah diharuskan mengupayakan untuk dapat menghimpun dana di setiap daerah 

dalam rangka memberlakukan kelanjutan dari pembangunan daerahnya. 

Sebagaimana salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Sumber keuangan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut 

sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudaan desentralisasi. Sumber-

sumber pembiyaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. 

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangankan dan 

mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Beberapa komponen 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang sah.  

Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang 

terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 

sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai pajak daerah salah 

satunya pajak hiburan, dengan demikian sumber pendapatan melalui pajak hiburan 
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dapat diterapkan berdasarkan ketetapan undang-undang yang berlaku, sehingga 

dapat menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Pajak 

Hiburan pada tahun 2021 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

Kabupaten Jember yang tidak dapat mencapai target penerimaan pendapatan daerah 

Kabupaten Jember, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut ini mengenai 

target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember:  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

Hasil Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 

No Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

1. Pajak Hotel 3.750.200.000 3.935.892.541 104,95 % 

2. Pajak Restoran 18.214.500.000 15.984.630.635 87,76 % 

3. Pajak Hiburan 2.600.772.000 919.348.643 35,35 % 

4. Pajak Reklame 6.364.628.000 5.531.954.663 86,92 % 

5. Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) 

72.225.000.000 74.633.033.725 103,33 % 

6. Pajak Parkir 1.500.000.000 1.134.865.140 75,66 % 

7. Pajak Air Tanah 600.000.000 562.737.547 93,79 % 

8. Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 

Batuan 

3.000.000.000 5.175.650.501 172,52 % 

9. Pajak Bumi dan 

Bangunan 

76.675.400.000 51.863.863.223 67,64 % 

10. BPHTB 41.500.000.000 50.161.242.169 120,87 % 

 Total 226.430.500.000 209.903.218.787 92,70 % 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak daerah 

tahun 2021 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2020 dapat dikatakan bahwa, pada 

masa pandemi Covid-19 diketahui target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 

Hasil Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 dapat dikatakan masih belum 

mencapai suatu target atau dikatakan tidak dapat terpenuhi akibat adanya pandemi 

Covid-19. Dengan adanya fenomena tersebut diharapakan ketegasan terhadap 

peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan 

mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, yang mana pajak 

daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa untuk merealisasikan 

program-program kerja yang telah direncanakan. Pajak Daerah di Kabupaten 

Jember salah satunya adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

dibagi menjadi 10 yaitu tontonan film, pagelaran kesenian, kesenian rakyat, 

pameran, karaoke, sirkus, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat, 

pertandingan olahraga. Salah satunya adalah Pajak Hiburan Bioskop atau tontonan 

film. Pajak Hiburan Bioskop adalah salah satu pajak daerah yang mana pada tahun 

2021 penerimaannya tidak mencapai target hanya sebesar Rp. 352.632.606 atau 

sebesar 29%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten 

Jember Tahun 2019-2021 

Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2019 1.855.500.000 2.035.212.504 109,69 % 

2020 1.181.132.352 576.104.569 48,78 % 

2021 1.216.000.000 352.632.606 29,00 % 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut realisasi dari Pajak Hiburan Bioskop di 

Kabupaten Jember pada tahun 2019 mencapai target sedangkan pada tahun 2020-

2021 tidak mencapai target penerimaan. Hal ini berdasarkan fenomena yang terjadi 

yang dikemukakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang menjelaskan bahwa, 

akibat dari pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Jember mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati 

Jember Nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk 

periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19, yaitu adanya pemberian 

insentif berupa pengurangan pajak daerah selama bulan Mei-Juli 2020 sebesar 

100% untuk Pajak Hiburan. Akibat dari pengurangan pajak tersebut diperkirakan 

menyebabkan penurunan dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan Bioskop 

Kabupaten Jember.  
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Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan self 

assessment system. Dimana dalam proses pelaporan dilakukan secara online 

melalui website pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam 

sistem online ini dapat lebih memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki 

kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan 

memiliki tanggung jawab sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan 

berkembangnya teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

membuat aplikasi e-SPTPD bisa diakses melalui website berikut ini 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/ untuk lebih mempermudah dalam pelaporan 

Pajak Hiburan Bioskop.  

Untuk mempertahankan penerimaan pendapatan daerah, maka dalam prosedur 

pemungutan Pajak Hiburan Bioskop ini melewati beberapa prosedur agar Wajib 

Pajak melaporkan omzetnya sesuai dengan jumlah yang didapat setiap bulannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin membahas terkait prosedur 

perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Atas pemaparan tersebut maka pada 

laporan tugas akhir ini akan ditetapkan dengan judul “PROSEDUR 

PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN PENYETORAN PAJAK HIBURAN  

BIOSKOP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 

JEMBER”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah Bagaimana Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran 

Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir untuk melaporkan bagaimana 

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat dari Laporan Tugas Akhir yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan, pengalaman dan 

dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang didapat selama 

perkuliahan. Khususnya mengenai pajak daerah di dalam pemerintah daerah 

dengan membandingkan kenyataan yang ada. 

b. Bagi Universitas Jember 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka 

pemenuhan informasi dan tambahan referensi bukti empiris pada 

kepustakaan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan menambah ilmu 

pengetahuan mengenai penerimaan daerah, khususnya pajak daerah serta 

Pendapatan Asli Daerah. 

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam 

mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa yang 

akan datang dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagaimana prosedur 

perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur merupakan tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah 

secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, prosedur merupakan 

suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu 

masalah. 

Menurut Moenir (2018:110), Prosedur suatu rangkaian tindakan, langkah atau 

perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap 

tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir. 

Menurut Maryati (2019:43), Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan 

atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

prosedur merupakan langkah-langkah yang jelas dan berurutan dari suatu rangkaian 

tahapan yang berhubungan satu sama lain sebagai tata cara dalam menjalankan 

aktivitas  sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mencapai tujuan yang sama di 

akhir. 

Prosedur dalam Laporan Tugas akhir ini guna untuk menjelaskan mengenai 

perhitungan, pelaporan, dan penyetoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 11 

yang berbunyi “Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau 

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

perundang-undang perpajakan. 

2.2 Dasar-Dasar Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
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berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan definisi tersebut pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018) Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Soemitro, dalam buku Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) menjelaskan 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari pengertian pajak yang telah diuraikan, maka pengertian pajak menurut 

penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa 

dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan 

untuk keperluan Negara. 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak 

Menurut Hartono Hadisoeprapto (2018) hukum pajak adalah serangkaian 

peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa 

apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. 

Berikut dasar Hukum Pajak yang ada di Indonesia: 

a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

b. Undang-Undang Bea Materai yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 1985 tentang Bea Materai 

c. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 1994 

d. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 

17 Tahun 2000  

e. Undang-Undang Pajak Pertambaha Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan 

atas Barang Mewah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 
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f. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 

g. Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2000 

h. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 

14 Tahun 2002 

2.2.3 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018) Fungsi Pajak terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Fungsi Butgetair adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Fungsi Regulerend adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.2.4 Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018:7) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, 

menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga Pemungut : 

a. Menurut Golongan 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut Sifat 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkanpada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

c. Menurut Lembaga Pemungut 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untu kmembiayai rumah tangga negara. 
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri 

atas: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 

2.2.5 Tarif Pajak 

Menurut Rahayu (2017:186), Struktur tarif yang berhubung dengan pola 

persentase tarif pajak terdapat empat macam tarif pajak, yaitu : 

a. Tarif Sebanding/Proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak.  

b. Tarif Tetap 

Tarif berapa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif Progresif 

Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin 

rendah. 

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: 

a. Official Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan banyak 

mengawasi. 

c. Withholding System, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak 

2.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

Hambatan terhadap pemungutan pajak ada dua yaitu perlawanan pasif dan 

perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat yang enggan membayar pajak, 

karena sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Perlawanan aktif, yaitu 

meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus 

dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2018:14) ada beberapa pengertian atau istilah yang 

terkait dengan Pajak Daerah, yaitu: 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
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menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

c. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organusasi massa, organisasi 

sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

d. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

e. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2.3.3 Jenis Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terkait Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Pajak Provinsi 

Pajak provinsi terdiri atas lima jenis pajak didalamnya, yaitu : 

1) Pajak Kendaraan bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Reklame 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Restoran 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan 

11) Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan 

2.3.4 Tarif Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, tarif pajak daerah terdiri dari atas : 

a. Jenis Pajak Provinsi 

1) Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan : 

(a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) 

(b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 

persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan : 

(a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen). 

(b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan dan 

ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen). 

4) Pajak Air Permukaan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 

10% (sepuluh persen). 
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5) Pajak Rokok, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan 10% (sepuluh persen) 

dari cukai rokok. 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 

1) Pajak Hotel, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% 

(sepuluh persen). 

2) Pajak Restoran, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% 

(sepuluh persen). 

3) Pajak Hiburan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 35% 

(tiga puluh lima persen). 

4) Pajak Reklame, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 25% 

(dua puluh lima persen). 

5) Pajak Penerangan Jalan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling 

tinggi 10% (sepuluh persen). 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tarif yang dikenakan dan 

ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). 

7) Pajak Parkir, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga 

puluh persen). 

8) Pajak Air Tanah, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan palingi tinggi 20% 

(dua puluh persen). 

9) Pajak Sarang Burung Walet, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling 

tinggi 10% (sepuluh persen). 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tarif yang 

dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Tarif yang dikenakan dan 

ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen). 

2.4 Pajak Hiburan 

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, definisi dari Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pengertian dari hiburan itu sendiri adalah 
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semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungutnya bayaran. 

Menurut Siahaan (2016: 297) pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas 

penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan juga dapat diartikan sebagai pungutan 

daerah atas penyelenggaraan hiburan. 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan  

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah 

2.4.3 Objek Pajak Hiburan 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 

tentang Pajak Daerah pasal 21 tentang pajak daerah, jasa penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran akan menjadi objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan 

terdiri atas: 

a. Tontonan film 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, Kontes 

binaraga dan sejenisnya 

c. Kesenian rakyat 

d. Pameran  

e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya 

f. Sirkus, akrobat dan sulap 

g. Permainan bilyard, golf dan bowling 

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya 

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran 

j. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya 

Pengecualian objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 18 disebutkan bahwa Objek Pajak 

yang dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan dalam 

rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan amal. 
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2.4.4 Subjek Pajak Hiburan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

daerah yang tertulis pada pasal 43, dikatakan subjek Pajak Retoran sebagai adalah 

adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Definisi dari Wajib 

Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. 

Sedangkan Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, 

baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 

tanggungannya menyelenggarakan sesuatau hiburan. 

2.4.5 Tarif Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah pasal 21, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen) 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan,Kontes 

binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) 

c. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen) 

d. Pameran  sebesar 10% (sepuluh persen) 

e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) 

f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen) 

g. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen) 

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya 

sebesar 10% (sepuluh persen) 

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran 

sebesar 10% (sepuluh persen) 

j. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh 

persen) 

2.4.6 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hiburan 

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah pasal 20 yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan 

adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 
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penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk 

potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

b. Perhitungan Pajak Hiburan 

Menurut Siahaan (2016:304), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini 

digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar 

perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Berikut rumus pajak hiburan: 

Pajak terutang = Tarif × DPP 

                           = Tarif pajak × Jumlah pembayaran untuk  

                              menonton/menikmati hiburan 

Keterangan : 

Tarif = Tarif Pajak Hiburan 

DPP = Dasar Pengenaan Pajak 

2.5 Pajak Hiburan Bioskop 

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah). Bioskop adalah tempat untuk menonton 

pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. 

2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah bagian Ketiga Pasal 19 menyatakan Subjek Pajak Hiburan 

adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak 

hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek 

Pajak Hiburan Bioskop adalah jasa penyelenggaraan hiburan bioskop dengan 

dipungut bayaran. 
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2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah pada bagian Ketiga Pasal 21 besarnya tarif Pajak Hiburan 

Bioksop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen). 

2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan 

adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan 

harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah besarnya tarif pajak bisokop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

Besarnya Pajak Hiburan Bioskop = 10% × total omzet yang diterima setiap 

bulannya oleh penyelenggara hiburan. 

2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop 

Menurut Subagyo dkk. (2018) Pelaporan adalah proses, cara dan atau 

perbuatan melaporkan. Sebelum melakukan pelaporan Wajib Pajak harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah Jember. Setelah 

terdaftar Wajib Pajak mendapatkan NPWPD dan password untuk bisa login pada 

aplikasi e-SPTPD. Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem self 

assessment jadi Wajib Pajak secara mandiri melaporkan pajaknya melalui website 

http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/. 

2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

Menurut Prastowo dkk. (2018) Penyetoran adalah kegiatan membayar pajak 

oleh pemotong atau pemungut pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk. 

Penyetoran atas pembayaran Pajak Hiburan Bioskop yang dilakukan melalui Kas 

daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan pendapatan dan Bank yang 

telah ditunjuk untuk menyetorkan Pendapatan Daerah. 

http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/


BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Tempat Praktik Kerja Nyata 

Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, 

Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 

68121 dan ditempatkan pada bidang satu yaitu Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah, bagian pelayanan. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Jadwal Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember sesuai dengan surat tugas nomor 1294/UN.25.1.2/SP/2022 yaitu 

dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 

dengan total 55 hari kerja. Adapun kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan 

sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Praktik Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja I    Istirahat Jam Kerja II 

Senin s.d Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Jum’at 08.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Sabtu dan Minggu Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2022) 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember penulis mengangkat judul : Prosedur Perhitungan, Pelaporan, 

dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bidang satu 

yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Salah satu sub 

bidang yang ada di bidang perencanaan ini adalah Sub Bidang Perencanaan 

Pendapatan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB, bagian pelayanan. 
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3.2.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata 

Adapun kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja 

Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember 07 Maret 2022 – 20 Mei 2022 yang dapat dilihat dalam 

Tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 Kegiatan Yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata 

No 

(a) 

Waktu Pelaksanaan 

dan Penanggung 

Jawab 

(b) 

Kegiatan 

(c) 

Hasil Kegiatan 

(d) 

1. Senin, 07 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Diterima di Bidang 

Perencanaan dan 

Pengembangan 

Pendapatan Daerah. 

b. Ditempatkan 

dibagian Pelayanan 

a. Mahasiswa dapat 

mengetahui 

bidang-bidang 

yang ada di Badan 

Pendapatan Daerah 

serta staf-staf yang 

ada di bidang 

tersebut 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui posisi 

yang diberikan 

2. Selasa, 08 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra  

Diberi bimbingan 

bagaimana cara kerja 

dan apa saja yang 

dilayani bagian 

pelayanan  

 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

bagaimana cara kerja 

dan apa saja yang 

dilayani di bagian 

pelayanan 

3. Rabu, 09 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Melayani wajib 

pajak yang ingin 

pengajuan Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) Pajak 

Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

b. Menyerahkan 

berkas pendataan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

ke bidang 1 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

pengajuan Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) Pajak Bumi 

dan Bangunan 

(PBB) 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui proses 

pengiriman berkas 

pada bidang 1 

4. Kamis, 10 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Membantu 

menyediakan formulir 

bagi wajib pajak yang 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

yang ingin 
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Bapak Benny Candra ingin mengajukan 

perubahan Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

mengajukan 

perubahan Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

5. Jumat, 11 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu 

menginput data 

pengajuan mutasi 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

mengetahui data 

mutasi yang 

diinput dan 

dikirimkan pada 

bidang 1 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak  (i-

SISMIOP) 

6. Senin, 14 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Mendaftarkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD) 

bagi wajib pajak yang 

tidak memiliki. 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

bagaimana cara 

mendaftarkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak 

Daerah (NPWPD)  

bagi wajib pajak  

7. Selasa, 15 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir 

pendaftaran objek 

pajak baru Surat 

Pemberutahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) 

b. Membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir 

pendaftaran objek 

pajak baru Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT 

b. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak melaporkan 

pajak hiburan. 

8. Rabu, 16 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir mutasi Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) 

PBB 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

mengisi formulir 

mutasi Surat 

Pemberitahuan Pajak 
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 Terhutang (SPPT) 

PBB 

 

9. Kamis, 17 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu 

membereskan 

berkas Surat 

Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB) 

Objek Pajak Baru 

b. Membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir Objek 

Pajak Baru Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

a. Mahasiswa dapat 

mengetahui berkas 

Surat Ketetapan 

Pajak Daerah 

Kurang Bayar 

(SKPDKB) Objek 

Pajak Baru 

b. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir Objek 

Pajak Baru Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

10. Jumat, 18 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir Objek Pajak 

Baru Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) 

PBB 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

mengisi formulir 

Objek Pajak Baru 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

11. Senin, 21 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Melayani wajib pajak 

yang ingin mengambil 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB yang 

sudah selesai 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

yang ingin mengambil 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

12. Selasa, 22 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir mutasi 

Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

b. Membantu 

menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak  mengisi 

formulir mutasi 

Surat 

Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

b. Mahasiwa dapat 

mengetahui data 

pajak hiburan 

bioskop 

13. Rabu, 23 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Membantu wajib 

pajak mengisi 

formulir mutasi 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

mengisi formulir 
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Bapak Benny Candra penggabungan Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Terhutang (SPPT) 

PBB 

mutasi penggabungan 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang 

(SPPT) PBB 

14. Kamis, 24 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu bagian 

pelayanan dengan 

melayani Wajib Pajak 

yang ingin 

mengajukan 

pembetulan, 

pengurangan, 

keberatan, mutasi, 

objek pajak baru PBB 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

yang ingin 

mengajukan 

pembetulan, 

pengurangan, 

keberatan, mutasi, 

objek pajak baru PBB 

15. Jumat, 25 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Menginput data pajak 

hiburan bisokop 

Mahasiswa dapat 

mengetahui data pajak 

hiburan biskop 

16. Senin, 28 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

Pajak 

Restoran,Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

b. Membantu wajib 

pajak mencetak 

tagihan PBB 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

melaporkan dan 

cetak tagihan 

Pajaknya 

b. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

mencetak tagihan 

pajaknya. 

17. Selasa, 29 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Mendaftarkan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWPD) bagi 

wajib pajak yang 

tidak memiliki 

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak 

mendaftarkan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWPD) 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

18. Rabu, 30 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu 

menginput data 

pajak hiburan 

a. Mahasiswa dapat 

membantu 

menginput data 

pajak hiburan 
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b. Membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

 

19. Kamis, 31 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

20. Jumat, 01 Maret 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Mendaftarkan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWPD)  bagi 

wajib pajak yang 

tidak memiliki  

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak 

mendaftarkan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWPD) 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

21. Senin, 04 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

Pajak Hotel, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

b. Membantu wajib 

pajak mencetak 

tagihan PBB 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

melaporkan dan 

cetak tagihan 

Pajaknya 

b. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

mencetak tagihan 

pajaknya. 

22. Selasa, 05 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak melaporkan 
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Bapak Benny Candra dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

23. Rabu, 06 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu Wajib 

Pajak mengakses 

website e-SPTPD 

untuk melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

a. Mahasiswa dapat 

membantu Wajib 

Pajak melaporkan 

pajak hiburan 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui data-

data pajak hiburan 

bioskop 

24. Kamis, 07 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu wajib 

pajak melaporkan 

pajak hiburan 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

melaporkan pajak 

hiburan 

25. Jumat, 08 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan Pajak 

Restoran, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

 

Mahasiswa dapat 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan 

pajaknya 

26. Senin, 11 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Mendaftarkan 

NPWPD bagi 

wajib pajak yang 

tidak memiliki 

NPWPD 

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak 

mendaftarkan 

NPWPD 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

27. Selasa, 12 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Menginput data pajak 

hiburan bioskop 

Mahasiswa dapat 

mengetahui data-data 

pajak hiburan bioskop 
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28. Rabu, 13 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

Pajak Restoran, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Hiburan 

b. Menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

a. Mahasiswa dapat 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

pajaknya 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui data-

data pajak hiburan 

bioskop 

29. Kamis, 14 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu menginput 

data pajak hiburan 

Mahasiswa dapat 

membantu menginput 

data pajak hiburan 

30. Senin, 18 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

b. Mewawancarai Bu. 

Tatik selaku staff 

pendataan dan 

pelayanan 

mengenai pajak 

hiburan bioskop 

a. Mahasiswa dapat 

mengetahui data-

data pajak hiburan 

bioskop 

b. Mahasiswa dapat 

memahami 

bagaimana cara 

perhitungan, 

pelaporan, dan 

penyetoran pajak 

hiburan bioskop 

31. Selasa, 19 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan Pajak 

Restoran, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

Mahasiswa dapat 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan 

pajaknya 

32. Rabu, 20 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

33. Kamis, 21 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu Wajib 

Pajak mengakses 

website e-SPTPD 

untuk melaporkan 

a. Mahasiswa dapat 

membantu Wajib 

Pajak melaporkan 

pajak hiburan 
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dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui data-

data pajak hiburan 

bioskop 

34. Jumat, 22 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny candra 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan Pajak 

Restoran, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

Mahasiswa dapat 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan 

pajaknya 

35. Senin, 25 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

Pajak Restoran, 

Pajak Parkir, dan 

Pajak Hiburan 

b. Menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

a. Mahasiswa dapat 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

pajaknya 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui data-

data pajak hiburan 

bioskop 

36. Selasa, 26 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Mendaftarkan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWPD)  bagi 

wajib pajak yang 

tidak memiliki  

b. Mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak 

mendaftarkan 

Nomor Pokok 

Wajib Pajak 

(NPWPD) 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui cara 

mengoperasikan 

aplikasi Sistem 

Informasi dan 

Manajemen Objek 

Pajak (i-SISMIOP) 

37. Rabu, 27 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu wajib 

pajak melaporkan  

dan cetak tagihan 

Pajak Hotel, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

b. Membantu wajib 

pajak mencetak 

tagihan PBB 

a. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

melaporkan dan 

cetak tagihan 

Pajaknya 

b. Mahasiswa dapat 

membantu wajib 

pajak yang ingin 

mencetak tagihan 

pajaknya. 
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38. Kamis, 28 April 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Membantu Wajib 

Pajak mengakses 

website e-SPTPD 

untuk melaporkan 

dan cetak tagihan 

pajak hiburan 

b. Menginput data 

pajak hiburan 

bioskop 

a. Mahasiswa dapat 

membantu Wajib 

Pajak melaporkan 

pajak hiburan 

b. Mahasiswa dapat 

mengetahui data-

data pajak hiburan 

bioskop 

39. Senin,  09 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan Pajak 

Restoran, Pajak 

Parkir, dan Pajak 

Hiburan 

Mahasiswa dapat 

Membantu wajib 

pajak melaporkan  dan 

cetak tagihan 

pajaknya 

40. Selasa, 10 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Melakukan 

wawancara kepada 

Bapak Taufik 

mengenai Pajak 

Hiburan Bioskop dan 

meminta data-data 

yang diperlukan 

mengenai Pajak 

Hiburan Bioskop 

Mahasiswa 

mendapatkan data 

yang diperlukan untuk 

kelengkapan data pada 

Laporan Tugas Akhir 

41. Rabu, 11 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Meminta data 

mengenai target dan 

realisasi penerimaan 

PAD pada Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Tahun 2021 

Mahasiswa dapat 

mengetahui data 

mengenai target dan 

realisasi penerimaan 

PAD pada Badan 

Pendapatan daerah 

Kabupaten Jember 

Tahun 2021 

42. Kamis, 12 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

a. Silaturahmi dan 

Halal Bihalal  

b. Membantu wajib 

pajak melaporkan 

pajak hiburan 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

yang ingin 

melaporkan pajak 

hiburan 

43. Jumat, 13 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Membantu bagian 

pelayanan dengan 

melayani Wajib Pajak 

yang ingin 

mengajukan 

pembetulan, mutasi, 

objek pajak baru PBB 

Mahasiswa dapat 

membantu wajib pajak 

yang ingin 

mengajukan 

pembetulan, mutasi, 

objek pajak baru PBB 

44. Selasa, 17 Mei 2022 Melakukan 

wawancara kepada 

Mahasiswa 

mendapatkan data 
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Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Bapak Taufik 

mengenai Pajak 

Hiburan dan meminta 

daftar nama wajib 

pajak  Pajak Hiburan 

Bioskop 

yang diperlukan untuk 

kelengkapan data pada 

Laporan Tugas Akhir 

45. Rabu, 18 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Meminta data 

penerimaan Pajak 

Hiburan pada 3 tahun 

terakhir 

 

 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

penerimaan pajak 

hiburan pada 3 tahun 

terakhir 

46. Kamis, 19 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Meminta data-data 

yang diperlukan 

mengenai Pajak 

Hiburan Bioskop 

kepada Bapak Eko  

Mahasiswa 

mendapatkan data 

untuk kelengkapan 

data pada Laporan 

Tugas Akhir 

47. Jumat, 20 Mei 2022 

Yang menjadi 

penanggung jawab : 

Bapak Benny Candra 

Berpamitan kepada 

Kepala Bidang 

Pelayanan dan 

Pegawai Bidang 

Pelayanan pada Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

Mahasiswa 

melakukan sesi foto, 

tidak lupa 

mengucapkan 

terimakasih 

Sumber: Data diolah (2022) 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah 

Data Kuantitatif dan Data Kualitatif. 

a. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data 

kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa target dan realisasi 

penerimaan pendapatan daerah, Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah 

(SPTPD). 

b. Data Kualitatif adalah data informasi berbentuk kalimat verbal yang 

menjelaskan atau melaporkan dari objek penelitian. Data kualitatif pada 

Laporan Tugas Akhir ini yaitu berupa penjelasan wawancara dengan 

narasumber. 
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3.3.2 Sumber Data 

Didalam Praktek Kerja Nyata ini, sumber data yang digunakan dibagi 

menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder dengan pengertian sebagai 

berikut (Yulianto dkk., 2018:37). 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pengumpulan data 

primer merupakan bagian internal dari proses penulisan laporan tugas akhir 

dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer 

dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.  

b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengumpul data. Biasanya 

sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah 

sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam 

penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan 

terhadap buku perpajakan, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang 

berkaitan dengan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. 

b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara penanya dengan 

responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan 

penduan wawancara (Suryani dan Hendryadi, 2018:184). Dalam Laporan 

Praktik Kerja Nyata ini yang diwawancarai terkait dengan Pajak Hiburan 

Bioskop, dan orang yang diwawancarai adalah pegawai Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. 
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c. Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang 

lain (Rangkuti, 2019:42). Data dalam metode ini didapat dengan pengumpulan 

data dari hasil pengamatan selama ditempat pelaksanaan praktik kerja nyata. 

d. Dokumentasi adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan dengan 

menganalisis isi dokumen atau kegiatan dalam dokumen (Indra dan 

Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu 

seperti Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak Hiburan Bioskop. 

 

 



BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

Berikut ini merupakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata yang 

di laksanakan penulis selama menjalankan Praktik Kerja Nyata di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan, 

Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. 

4.1 Gambaran Umum Instansi 

4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beralamat di Jl. Jawa No.72, 

Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 

Kode Pos 68121 merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk 

mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan memaksimalkan potensi 

pajak yang ada di Kabupaten Jember.  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur 

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas: 

“Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

keuangan.” Dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diantaranya 

pelaksanaan koordinasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan 

pemungutan pajak daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah 

dengan perangkat daerah dan instansi terkait, dan pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah. 

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember 

yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: 
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“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan 

Mandiri” 

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu” 

1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. 

2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan. 

3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan 

Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi secara 

Berkelanjutan. 

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022 

4.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada saat Praktik Kerja Nyata merupakan 

penyampaian informasi laporan dan hasil data yang didapatkan dari pelaksanaan 

Praktik Kerja Nyata. Dimana kegiatan ini penulis melakukan kerja lapang di Badan 
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Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan di tempatkan pada Bidang Perencanaan 

dan Pengembangan Pendapatan Daerah bagian pelayanan untuk mencari informasi 

mengenai data-data yang berkaitan dengan judul Laporan Tugas Akhir yaitu 

“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga laporan dari kegiatan 

Praktik Kerja Nyata ini menjadikan alat pertanggung jawaban, alat pengawasan, 

bahan penilai, dan bahan pengambilan keputusan terkait syarat kelulusan bagi 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

4.3 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 bagian 

Ketiga Pasal 19 menyatakan Wajib Pajak Hiburan Bioskop adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan, Subjek Pajak Hiburan 

adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 

bagian Ketiga Pasal 18 Objek Pajak Hiburan Bioskop adalah jasa penyelenggaraan 

hiburan bioskop dengan dipungut bayaran. Di Kabupaten Jember terdapat 6 Objek 

Pajak Hiburan Bioskop berikut daftar nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember: 

Tabel 4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 

No Objek Pajak Hiburan Bioskop Alamat 

1. CINEMA CGV ROXY - JL. HAYAM 

WURUK JEMBER 

2. KOTA CINEMA MALL JL. GAJAHMADA 176 

3. PT. KARYA MEDIA JAYA BERSAMA 

GEMILANG (NSC) JEMBER 

JL. GATOT SUBROTO NO 

37 JEMBER 

4. PT. CINEMAXX GLOBAL 

PASIFIK/CINEPOLIS 

JL. GAJAH MADA LIPPO 

PLAZA JEMBER LT. 6 

5. PT. NUSANTARA SEJAHTERA 

RAYA/ CINEMA XXI (TRANSMART) 

JL. HAYAM WURUK 71 

JEMBER 

6. RENTAL IRAMA JL. SULTAN AGUNG 56 

JEMBER 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021 
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4.4 Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan 

Bioskop 

4.4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop 

Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop ini, wajib pajak dapat 

melakukan perhitungannya sendiri terhadap besarnya pajak terutang. Cara 

menghitung besarnya pajak terutang pada Pajak Hiburan Bioskop yaitu mengalikan 

tarif pajak dengan besarnya omzet yang diperoleh wajib pajak setiap bulannya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah, Tarif Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember sebesar 10% 

(sepuluh persen) 

Pajak Terutang = Tarif × Pengenaan Pajak (Omzet) 

Besarnya Pajak Terutang = 10% × total omzet yang diterima setiap bulannya. 

a. Contoh Kasus Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop 

Pajak Hiburan Bioskop yang dikenakan pada Bioskop ABC di Kabupaten 

Jember pada bulan april 2022 jumlah omzet sebesar Rp. 378.995.450,00. 

Dengan tarif Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember sebesar 10%. 

Maka Pajak Hiburan Bioskop ABC terutang adalah: 

Pajak Terutang Bioskop = Tarif × Total Omzet  

     = 10% × Rp. 378.995.450,00 

     = Rp. 37.899.545,00 

Jadi Pajak Hiburan Bioskop ABC yang terutang sebesar Rp. 37.899.545,00 

yang telah dikenakan tarif pajak sebesar 10%. 

4.4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop 

Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember ini menggunakan sistem self assessment, jadi wajib pajak memiliki 

kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan 

memiliki tanggung jawab sendiri dalam melaporkan pajaknya. Wajib pajak dapat 

melakukan pelaporan pajaknya secara online dapat melalui website berikut ini 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/. Setelah berhasil login Wajib Pajak dapat 

melaporkan omzet setiap bulannya. Pada halaman aplikasi E-SPTPD sudah tertera 

tarif pajaknya, maka secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui. 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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Berikut prosedur pelaporan pajak hiburan yang penulis dapatkan melalui 

wawancara kepada staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara mandiri melalui website 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara mandiri ke 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Sumber: Data Diolah, 2022 

Keterangan: 

1. Wajib pajak membuka web pajak daerah dengan alamat 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/  

2. Setelah muncul tampilan ketik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) dan password wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 

(NPWPD) dan password ini diperoleh dari saat wajib pajak pertama kali 

Wajib Pajak 

(Terdaftar sebagai 

Wajib Pajak) 

Buka web Pajak Daerah dengan alamat 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/   

Setelah muncul tampilan ketik 

NPWPD dan Password dari Wajib 

Pajak, lalu klik login  

Klik E-SPTPD  

Klik Lapor E-SPTPD 

(Pajak Hiburan 

Bioskop) 

Klik masa bulan pajak 

yang akan dibayarkan  

Ketik omzet dalam 

bulan yang 

bersangkutan 

Pilih bank yang dituju, lalu klik 

simpan dan cetak SPTPD 

Wajib Pajak dapat meninggalkan 

halaman dengan mengklik bagian 

logout pada pojok kanan atas di menu 

tampilan 

Wajib Pajak dapat melakukan 

pembayarannya pajak 

terutangnya ke bank yang 

dituju. 

 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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mendaftarkan objek pajaknya di Badan Pedapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

3. Selanjutnya, klik login 

4. Lalu, klik E-SPTPD  

5. Selanjutnya, klik lapor E-SPTPD 

6. Lalu, klik masa bulan pajak yang akan dibayarkan 

7. Ketik omset dalam bulan yang bersangkutan 

8. Pilih bank yang dituju, lalu klik simpan dan cetak 

9. Wajib Pajak dapat meninggalkan halaman dengan mengklik bagian logout 

pada pojok kanan atas di menu tampilan 

10. Setelah mencetak SPTPD dan logout lalu bayar pajak terutangnya di bank 

yang dipilih. 

 

Pertama, buka website Pajak Daerah dengan alamat https://pajakdaerah. 

jemberkab.go.id/ dan akan muncul aplikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember seperti pada gambar di bawah ini. 
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Kedua, masukkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan juga 

masukkan password lalu klik login. 

 

Ketiga, akan muncul Halaman utama disitu tertera Data Wajib Pajak. Di bagian atas 

sebelah sistem pajak daerah, halaman utama, E-SPTPD, tanggungan pajak, setting, 

bantuan dan logut. Untuk memungut pajak terhutangnya klik E-SPTPD di sebelah 

halaman utama. 
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Keempat, di halaman E-SPTPD akan muncul data (Hotel, Hiburan, Penerangan 

Jalan, dan Parkir). Selanjutnya klik lapor SPTPD pada nomor 2 yaitu Pajak 

Hiburan. 

 

 

Kelima, disini mengisi Form input SPTPD kolom paling atas masukkan masa pajak 

2022, kolom kedua tanggal jatuh tempo, kolom ketiga masukkan total omzetnya 

yaitu sebesar Rp. 378.995.450,- dan masukkan tarif pajaknya sebesar 10%, kolom 

ke empat akan muncul pajak terhutangnya secara otomatis yaitu sebesar Rp. 

378.995.450 x 10% = Rp. 37.899.545,- 
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Keenam, yaitu pilih tempat pembayaran, setelah itu simpan dan cetak. 

 

Ketujuh, akan keluar tagihan pembayaran untuk bulan Februari. Tagihan 

pembayaran pajak terhutang ini di print. setelah diprint untuk membayarnya bisa 

langsung bayar ke Bank yang telah di pilih. 

 

Kelebihan dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem self 

assessment melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini 

mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak hiburan bioskop 

sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. Adapun kekurangan dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop 

menggunakan sistem self assessment yaitu, kebenaran terhadap pelaporan omzet 

yang diperoleh wajib pajak masih belum akurat. Juga wajib pajak yang belum 

mengerti terkait prosedur pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara online pada 

website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sehingga wajib pajak masih 

mendatangi langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar dapat 

melakukan pelaporan pajaknya dengan dibantu oleh petugas pelayanan. 
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4.4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

Setelah melalui tahap pelaporan wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan 

Terutang Pajak Daerah (SPTPD), di SPTPD tersebut tertera kode pembayaran. 

Kode pembayaran ini digunakan untuk membayar pajak terutang. 

Berikut contoh SPTPD untuk penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

Gambar 4.3 SPTPD Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022 

Selanjutnya yaitu tahap penyetoran yang mana wajib pajak melakukan 

pembayarannya di bank persepsi atau mitra kerja Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember sesuai dengan yang wajib pajak pilih di tahap pelaporan dengan 

membawa SPTPD yang telah di cetak, yang mana didalamnya terdapat kode 

pembayaran sehingga wajib pajak tidak perlu mengisi form lagi di bank yang 

dipilih. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara otomatis 

berubah menjadi lunas. Setelah wajib pajak melakukan penyetoran maka wajib 

pajak akan mendapatkan bukti pelunasan berupa kwitansi. 
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Berikut bukti bahwa bioskop ABC telah melakukan pembayaran pajak 

hiburan bioskop pada Bank Jatim. 

 

Gambar 4.4 Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Biskop pada Bank Jatim 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022 

4.4.4 Pengenaan Sanksi 

Penyetoran pajak hiburan bioskop paling lambat akhir bulan berikutnya 

setelah masa pajak. Misal wajib pajak melakukan pembayaran masa pajak bulan 

april, maka Wajib Pajak sebelum berakhir pada tanggal 31 mei itu sudah harus lunas 

membayar pajak terhutangnya. Jika wajib pajak masih tidak membayarkan pajak 

terutangnya sampai waktu yang ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan 

sanksi sebesar 2% setiap bulannya dari pokok pajak dihitung dari pajak yang kurang 

atau terlambat bayar sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan 

Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop = Tarif × total omzet yang diterima setiap 

bulannya oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan bioskop menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif pajak hiburan 

bioskop sebesar 10%. 

b. Untuk melakukan Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember ini menggunakan sistem self assessment. Wajib 

Pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya dengan mendatangi langsung ke 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, atau Wajib Pajak dapat 

mengakses website berikut ini  https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/, setelah 

berhasil login Wajib Pajak dapat melaporkan omzet setiap bulannya. Pada 

halaman aplikasi E-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, maka secara otomatis 

pajak terutangnya bisa langsung diketahui. 

c. Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) 

Pajak Hiburan Bioskop dan di SPTPD sudah tertera kode pembayaran. Dengan 

menggunakan kode pembayaran tersebut maka wajib pajak dapat 

membayarkan pajak terutangnya di Bank Jatim melalui teller dan juga bisa 

transfer melalui ATM ataupun internet banking. Setelah melakukan penyetoran 

pada halaman E-SPTPD secara otomatis berubah menjadi lunas. 

d. Aplikasi E-SPTPD mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan 

pajak hiburan bioskop sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

 

 

 

https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
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5.2 Saran 

Menurut hasil pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik 

Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini memberikan saran 

kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut: 

a. Dalam perhitungan, pelaporan, penyetoran pajak hiburan bioskop ini yang 

mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak 

terhutangnya, untuk mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan dari wajib 

pajak diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk 

melakukan survei lapangan secara berkala. 

b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengikuti seiring 

perkembangan zaman dengan perbaikan sistem teknologi informasi, agar 

sistem E-SPTPD tetap terjaga keakuratannya. 
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